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PEMERINTAFI KABUPATTN MUKOMUKCI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKCI

NOMOR: 23 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN6 MAHA FSJ\

BUPATI MUKOMUKO.

bahwa guna pengaturan cl;:lanr pasir clan rJalanr rangka

p€ningkatan Pendapatan Asli daerah sebagai wujucl dari

pclaksanaan Otonomi llaerah yanll nyat;i clan bertanggung

jawab, maka perlu rnenetapkan Retribusi Fasar;

b. Bahwa untuk memenuhi maksucl sebagaimana irunri a eli atas, '
maka perlu di telapkan dengan Peraturan daerah.

).

i. Undang;-undang Nonror 0B Tahun 1981 tentarrg Flukum Acara

Pidana (Lembaran Negara ttepublik Indonesia -fahun lgBi
Nomor 76, Tambahan l-embaran Negara Nonror 320g);

tjndang-undang Nomor 34 Talrun 2000 tentang pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik indonr:si.r Tahun

2000 Nornor '246,'lamb.rhan 
I enrbaran Neqara Nontor a0a8) ;

LJnc.lanq-undangy Nonrr"rr 03 fahun 2003 tenlanct pembentukan

'r(ai:upaten Mukomuko, l(tbupatetn Selunra cJan K,:rbupaten Kaur di

l)ropinsi Benqkulu (lernbaran Negara Reputllik Inclcnesia Tahun

200-l [Jonror 2,], 1'arnb;rlt;rn Ii:rnbararr Nr-:qara Nornor 42ir{r) ;

.i. Lirrtl;lnr;-lJnciang Nornr_ir l{l i";ihrrrr ,;{10.1 frnt,rn., pernbentukan

l)(rratLlrAn Peruncl;inr1 nndanq;rrr (t.cnrharan Neqarii tleprrblik

{ndonesia "rahr.trr 2004 Nornor 5,J, -[;.rmbaharr Irrnbaran Negara

_ l..Joqq a3B9);*
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara f{omor aa37) ;

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran

hlegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor l?€,, Tambahan

Lembaran Negara Nomor aa38 );

/. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang

Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 hlomor 54,Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Nomor a139) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 05 Tahun 2005

tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Mukomuko.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERI\H
KABUPATEil MUKOMUKO

dan
EUPATI MUKOMUKO

MTMUTUSKAN :

Menetapkan : PER.ATUR^AN DAERAH KABUPATEN MUKOFIUKO TEHTANG
RETRIBUSI PASAR

BAB I

KETENTUAT{ UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud derrg;rn :

a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko ;

eraffiupate@

5.

6.

B.

9.

$.
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c.

d

e.

t.

Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko ;

Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko ;

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuku;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu cli bicJanq retribusi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

g. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran,

bangunan berbentuk los aLau kios dan bentuk lainnya yang clikelola oleh pemerintah

Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang ;

h. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar trerbentuk bangunan

t.

memanjang tanpa dilengkapi dinding ;

Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya

dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit usaha

berjualan ;

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa pemerintah yang disediakan atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau baclan ;

Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas

penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halamanlpelataran los
$.

dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang,

tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (pD) pasar ;

Wajib Relribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan trata:; waktu bagi wajib

retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar ;

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah

surat yang diperqunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan dat;r objek retribusi

dan wajib retribusi sebagai dasar penghitung.rn dan pembayaran retribusi yang

terutang menurut peraturan px:rundang-undangan retribusi daerah ;

5urat Kctetapan f{etribrusi Daerah unt.uk si:lanjutnyir ciisincikiit ljKfi.l: ;irlal;,rlr Surat

Kcputusarr yanc, menr-rntuk;-rn bc-srrny;r juml;rlr retrihu:;i y.rnq tcnrlanr; ;

"'jLirat Kt:tctapari f{t.:tribuli Daer;itr Krrranq tiayar ;rr!;rl. rlr Srrr;rl I'llgrtrtu:;.rrr y;lnll

menentul<an taml;ahln atas lunrlah r*tribusi yanr; ditetapk.rn ,

Surat Ketetapan Retribus;i Daerafr Lebih ilaylr, yanq selanjutny.r rJi:;ingkat SKRDLB

adalah Surat Kcputusan yang rnencntuk;ln jumlah kelctbih;rn penrb.ryaran retribusi

karena jumlah krcclit retribusi lebilr besar dan pada retrit,:u:;i y;:nq tcrhut;rnct ;rtau tidak

seharusnya terhutang ;

l.

k.

m.

rl.
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s.

r. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk

melakukan tagihan retribusi dan atau sangsi administrasi berupa bunga atau

denda ;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan terhadap SKRD, SKRDBKT,

SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan

oleh wajib retribusi ;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yanq meliputi Perseroan Terbatas, perseroan

komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau cJaerah dengan nama

dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, organisasi se;enis, lembaga, dana

pensiun, bentuk usaha tetap, serta badan usaha lainnya ;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan

mengolah data atau keterangan lainnya dalam ranqka pengawasan kepatuhan

pemenuhan kewajiban retribusi daerah bcrdasarkan peraturan perundang-undangan

perpajakan dan retribusi ;

Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan

yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya clapat disebut

Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi ** *.
menemukan tersangkanya.

t.

BAB II

NAMA, OBJEK DAH sUB]TK RETRTBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi eitas sctiap ;xlayan;rn penyediaan

fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios

yang dikelola oleh Penrerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedaqanq.

Pasal 3

(1) Objek lletriLrLr:;i atlalitlt pt:layanart pernyr,.-clia.rn l;rsilit;r:, 1xr:;rr lracii:;rr,rrrirl/p.,:l.rhirLtn, los

dan ataLr kios yanq dan khu:;r-rs clisediakan urituk pt,-c1;rrlitr]r] ;

(2) Iidak termasuk Obyek Retribusi adalalr pelayanan pt:nyeclia.ln fasilita:; pasar yang

__'':' j jT"TT::::::::.i:i:l::____

lt
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Pasal4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan

penyediaan f;asilitas pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umunt.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PEHGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tcmpat dan kelas pasar yang

digunakan. *.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAH
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi climaksud

untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan

mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan"

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biayrr pcnyul;ut;rn, biaya bunga

pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.
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BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal I
(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari afas

halaman/pelataran, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian ;

(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayrrt (1) digunakan untuk menentukan kelas

pasar ;

(3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan olclt Kepala Darirah

(4) Struktur dan besamya tarif ditetapkan sebagai berikut :

LOKASI JENIS BANGUHAN LUAS

Pasar Kelas I a. Los

Semi Permanen

Permanen

2nrx3m
2,5mx2,5m

?,5mx3m
3mx3m
3mx4m

3,5mx4m

2mx3m
?-,5mx?-,5m

2,5mx3m
3nrx3m
3mx4m

-3,5mx4m

llp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rf:
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

6.000,-/btn
6.500,y'b|n
7.500,-/btn
9.500,-/bln

12.000,-/bln
14.000,-/bln

7.000,-lbln
7.500,-/bln
9.ooo,-/bln

11.000,-/bln
15.000,-/bln
17.500,-lbln

Semi Permanen | 2-mx3nrf Rp 9.000,-/bln2mx3mfRp
2,5mx2,5mlRp 9.500,-/bln

2,5 m x 3 m I Rp 11.000,-/bln
3 m x 3 nr i Rp 13.500,-/bln
3mx4mlRp 18.000,-/bln

3,5mxa m lRp 21.500,-/bln

l)rjrrran*ri i 2rrrx3rnlRp 12.000,-lbln2nrx3rnlR
2,5 m x 2,5 nr I Rp 12..500,-/bln

2,5 rnx3 m lRp 15.000,-/bln
3mx3mlRp 1B.500,y'b1n
3 m x'l m I Rp 24.000,-/bln

t,5 nr x .t m I Rp 23.000,-/bln

Itl
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c. Pelataran

- Dalam Lokasi
Pasar

Kaki Lima

LOKASI
Pasar Kelas iI

:e_ry;C_ClUeuN4N
a. Los

Semi Permanen

Permanen

b. Kios
- Semi Permanen

ljermanen

Pelataran
- Dalam Lokasi

Pasar

PERDA Kab. I+lukomuko Tahun zOOs

lmxlm
lmx2m
2mx3m
3mx4m

llap Mr

2rnx3m
2,5mx2,5m

3mx3nr
3mx4m

"J,5mx4m

2mx3m
2,5mx2,5m

2,5mx3m
3mx3m
3mx4m

2mx3m
2,5mx2,5m

2,5mx3m
3mx3m
3mx4m

3,5nrx4m
2mx3m

?-,5mx2,5m
2,5mx3m

3mx3m
3mx4m

lmxlnr
I mx2nr
2mx3nr
-Jnrx.lnr

250,-/hari Psr
300,-/hari Psr

400,-/hari
500,-/hari

1.000,-/hari
250,-/hari

4.500,-/btn
5.000,-/btn
ii.500,-/bln
7.000,-/btn

10.500,-lbtn

6.000,-/btn
6.500,-lbln
7.500,-/bln
9.000,-/btn

12.000,-/btn

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
lip

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp

*_3,ln1l_t U 8p- 14.000.-/btn

Rp

Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

ftp

Rp

Rp

Rp
l{p

li 1;

7.500,-/btn
8.000,-/btn
9.500,-lbln

11.000,-lbtn
15.000,-/btn
17.000,-/bln

9.000,-1bln
10.000,-/btn
11.000,-/btn
13.500,-/btn
18.000,-/btn

150,-/hari
200,-/hari
.100,-lhari

750,-lhari

7Ii0, -/hari

I m x. -i nr 1 l{1.r 3.000,-/bln
2,5 nr x 2,5 ni i fLp 3.500,-/bln

?,5 rn x 3 nr i llp 4.000,-/bln
i 3mx3mlRp 4.500,-lbln
I :nrx4nr j Rp 6.000,-/bln

:i-@J:sq0'/hltr-



Permanen

b. Kios
- Semi Permanen

Permanen

Pelataran
- Dalam Lokasi

Pasar

2mx3nr
2,5mx2,5m

l,5mxJm
3mx3m
3mx4m

3,5mx4m

4.500,-/btn
5.000,-/btn
5.500,-lbln
6.500,-lbtn
9.000,-/bln

17.500,-/btn

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp

Rp

Rp
Rp

Rp

2mx3m
2r5mx2,5m

2,5mx3m
3mx3m
3mx4m

3,5mx4m

2mx3nr
2,5mx2,5m

2,5mx3m
3mx3m
3mx4ni

3,5mx4m

lmxlm
1mx2m
2mx3m

3rnx4m

6.000,-/bln
6.500,-/btn
7.500,-/btn
9.000,-/btn

12.000,-/btn
14.000,-/bln

7.500,-/bln
8.000,-/bln
9.000,-/btn

11.000,-/btn
15.000,-/btn
17.500,-/btn

100,-/hari
150,-/hari
200,lhari
250,-/hari

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

RpKaki Linr;i

BA8 VII

WII.AYAH PEMUNGUTAN

Pasal 1)

Retribusi yang terutang clipungut di wilayah claerah tcnrpat ;xnycclr;ran pr:layarran fasilitas

pasar diberikan.
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BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 1O

Masa Retribusi adalah janEka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan yang ditetapkan oleh

Bupati

Pasal lL

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokunren lain yang

dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAH

Pasal 12

(1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD ;
*,

(2) SpdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta

ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya ;

(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan pcnyampaian SPdORD sebaqaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

BAB X

PENETAPAN RE"TRIBUSI

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan

retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan ;

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang

semula belum terungkap yang menyebabkan penanrbah;:n jumlah retribusi yang

terutang, maka dikeluarkan SKRDKBI' '
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(3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal L4

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;

(2) Retribusi dipungut menggunakan SKRD ataLr dokumerr lain yane ditxrsamakan, dan

SKRDKBI"

BAB XII

SATIIGSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang *u*b,aydr,*.

dikenakan sangsi administrasi berupa bunga sebesar 2olo (dua persen) setiap bulan dari

retribusi yang terulang atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan 5T[1D.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARJ\f{

Pasal L6

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;

{2) Retribusi yanq terutarrg dilunasi selambat-lambatnya lli (lirna tlt:las) hari sejak

diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD ;

(3) Tata cara prembayaran, penyetoran, tr,:m;.rarl grcmbayaran ri:tribusr cliatur dengan

Peraturan Bupatr.
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BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan

pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh

tempo pembayaran ;

(2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang

sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;

(3) Surat Teguran setragaimana dinraksud pada ayat (1) clikeluarkan oleh ;:ejabat yang

ditunjuk.

Pasal X.8

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

$,

BAB XV

KEBER.ATAN

Pasal 19

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan lranya kep<1a Bupati atau pejabat yang

ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT atau SKRDLB ;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis clalam Bahasa Indonesra clenqan disertai alasan-

alasan yang jelas ;

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib

retribusi harus dapat rnembuktikan ketidakbenaran ketetapan retribus;i tersebut ;

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak

tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB-|, dan SKRDLB

diterbitkan kecuali apabila waiib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka

waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya ;

-ffi
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(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dirlaksud plda ayat (2)

dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban metmbayar rr:tribusi d;in pelaksanaan

penagihan retribusi.

Pasal ?O

(1) Bupati dalam jangka waktu palifig lama 6(enam) bulan sejak tanggal surat keberatan

diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerim;r seluruhny;r atau sebagian,

menolak, atau menarnbah bexrnya retribusi yang terutang ;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (l) telah lewat dan

Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut

dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN.I

Pasal 21

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan

pengembalian kepada BuPati;

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran rctribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus memberikan keputusan ;

(3) Apabila jangka waktLr sebagaimana dimaksud pada ayilt (2) telah ciilampaui Bupati

tidak nremberikan kt putusAn, lnrmohonan pengembalian kelebihan pembayaran

pt13k cliilrrgqap clrl.labulk;rn clltt:;KfllfLl'] li,trut, di[tlrtlitkltt i"J;tl.irtl'"v;lktu p.tltnq lama 1

(satu) bulan ;

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utanl3 ri:tribusi l;.rinnya, kelebihan pembayaran

retribusi sebagaimana climaksucl pacla ;:yat ( 1) lenclsun{i diperhitungkan untuk

. .nrplrraea"Lt€'Ell:bi4-drliLdu-i-{t,f,pg-r€tFibr |ci*{ti&1akSr.l{1--:'*;:.:==;':=:=a=#
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(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu

2 (dua) bulan sejak diGrbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga

sebesar Zo/a (dua persen) sebulan atas keterlambatan lxmbayaran kelebihan

retribusi ;

Fasal 22

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayamn retribusi diajukan secara tertulis

kepada Bupati sekurang-kurangnya dengan menyetrutkan :

a. Nama dan alamat wajib retribusi ;

b. Masa retribusi ;

c. Besarnya kelebihan pembayaran retribusi ;

d. Alasan yang singkat dan jelas ;

(2) Permohonan pengen'ibalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikarl secara

langsung atau melalui pos tercatat ;

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman ;xrs tr:rc"rtat merupakan$.

bukti saat permohonarn diterima oleh Kepala Dac'rah.

Pasal 23

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dcngan meneririlkarr Suraf Perintah

Membayar Kelebihan Retribusi ;

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan clcngan utang retribusi

lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayarannya ditakukan

dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayilran.

BAB XVII

PEilGUR.ANGAN, KERINGANAN, DATI'

PEMBEBASAN RTTR.IBUSI

P;lsal ?4

(1) tlupati dapat merlberikan penguranqan, kerinrlan;rn dan ;xmbebasan retribuli '
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(2) Pemberian pengurangan atau keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara

lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusuhan ;

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XYIII

DALUARSA PENAGIHAIT

Fasal 25

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, daluarsa setetah melampaui jangka waktu

3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal saatnya terutangnya retribusi, kecuali apabila

wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;

(2) Daluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksucl pada ayat (l) tertangguh

apabila;

a. Diterbitkan Surat Teguran atau ;

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak-i.

langsung.

BAB XIX

KETENTUAN PIDAHA

Pasal 26

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan

daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling

banyak 4 (empat) kalijumlah retribusi yang terutang ;

(2) 1-inclak pidana yanq dinurksud pada ayat ( 1) ;iclalah Jx:hriqgrr;in.
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8AB XX

PENYIDIK.AN

Pasal 27

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintal-r Daerah diberi

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang Retribusi Daerah ;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksucl p;rda ayat ( l) aclalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan rneneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribrusi daerah aqar keterangan atau

laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau

badan tentang kebenaran perbuatan yanq dilakukan sehubungan dengan tindak

pidana retribusi daerah ;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pritradi atau badan sehubungan

dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokunren-clokumcr lain t.1ng ir
berkenaan dengan tindak pidana di biclang retribusi daerah ;

e . Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bcrhan bukti pembukuan,

pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta rnelakukan penyit.ran terhadap

bahan bukti tersebut ;

f. Meminta bantu.:n tenaga ahli dalanr rariql.l.i ;;claksarr;i;rn tuc;a:; gnnyidikan hindak

pidana di bidanq retribusi daerah ;

g. Menyuruh berhenti, melarang sesaorclng nreninggalkan ruanqan atau tempat pada

saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa idc.ntitas orang clan atau

dokumen yanq dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;

lr. Memotret seseomng yang berkaitan clengan tind.rk pidana retribusi clacrah ;

i. Memanggqil orang untuk didenglar keterangannya dan diperiks.r sebagai tersangka

atau saksi ;

j. Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan tindakan lain yanq perlu untuk kelancaran g:nyidikan tindak pidana di

bidang retribusi daerah menurut hukirm yanq dap.r[ dipertang;gungjawabkan^
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(1)

(2)

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan climulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor B Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana.

BAB )O(I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan yang mengatur

mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan

perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabup.rten Mukomuko. $.

Ditetapkan di Mukomuko
Desember 2OO5

MUKO,

d44-A
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(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum; sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undangrf.lomor B Tahun 19Bl tentang
Hukum,Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAH PENUTUP

Pasal 28

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semue Peraturan yang mengatur

mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan Br_rpati.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal cliunrlangkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam p€n-qaturannya, akan diadakan

perubahan sebagaimana mestinya

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerinhhkan pengundangan peraturan

Daerah inl dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukonruko. s.

Ditetapkan di Mukomuko
Fada tanggal 27 Desember zOOs

BUPATI MUKOMUKT},

Ttrl

ICHI,VAN YUNUS

Diundangkan di Mukonrtiko

Pada tanggal 02 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABTJPATEN MUKOMTJKO

Drs. SYAUKANI DAHARI
Pombinan Utama Muda lfip. 0.100821s6

LIT'iIAANAN DAfNAIIKAilUPAI'IN MUKOMUKO IAIITJN ?OO5 NOMOIi : :3:][ITI" C

_1i_..J:.i
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